
 

 

 

 

 

BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MADIUN 

NOMOR 60 TAHUN 2022 

TENTANG 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PELAKSANA 

TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN MADIUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

Mengingat    

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab I huruf f dan huruf 

g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kuasa 

Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;  

 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601)  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG KUASA PENGGUNA 
ANGGARAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS 
KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN MADIUN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Madiun. 

3. Bupati adalah Bupati Madiun. 

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan 

kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan 

uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat 

dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan 

kewajiban Daerah tersebut. 
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5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah 

pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

Urusan Pemerintahan Daerah. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur 

penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

8. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang  

melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program. 

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat  PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

SKPD yang dipimpinnya; 

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya 

disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa 

untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA 

dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 

SKPD. 

11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang 

selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada 

Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau 

beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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BAB II 

KPA 

Pasal 2 

 

(1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya 

kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA. 

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 

pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub 

kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. 

(3) Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran 

anggaran kegiatan/sub kegiatan dengan kriteria 

besaran anggaran yang dikelola oleh unit Kepala 

SKPD paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) selain anggaran Gaji dan Tunjangan. 

(4) Ketentuan mengenai pertimbangan besaran 

anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi 

Sekretariat Daerah. 

(5) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran pada 

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dapat melimpahkan sebagian 

kewenangannya kepada Kepala Bagian selaku KPA 

untuk melakukan pengelolaan keuangannya. 
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(6) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

terhadap SKPD yang membentuk Unit Pelaksana 

Teknis Daerah, dan/atau kelurahan, dan/atau 

rumah sakit umum daerah, dan/atau  puskesmas 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

(7) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

Pasal 3 

Pelimpahan sebagian kewenangan PA kepada KPA 

meliputi : 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran atas beban anggaran belanja; 

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang 

dipimpinnya; 

c. melakukan pengujian atas tagihan dan 

memerintahkan pembayaran; 

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama 

dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah 

ditetapkan; 

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi 

tanggung jawabnya; dan 

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan, 

KPA bertanggung jawab kepada PA.  

 

Pasal 5 

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

maka PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan 

sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada 

kepala Unit SKPD selaku KPA. 

 

BAB III 

PPTK 

Pasal 6 

 

(1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub 

kegiatan menetapkan  pejabat  pada  SKPD/Unit  

SKPD selaku   PPTK. 

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 

membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 

 

Pasal 7 

(1) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan 

struktural satu tingkat di bawah PA/KPA dan/atau 

memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas; 
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(2) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang 

menduduki jabatan struktural sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), PA/KPA dapat menetapkan 

pejabat fungsional selaku PPTK dengan kriteria 

sebagai berikut : 

a. memiliki kemampuan manajerial dan 

berintegritas; 

b. kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai 

dengan tugas dan kedudukan pejabat fungsional 

yang diangkat pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas, PPTK pada SKPD 

bertanggung jawab kepada PA/KPA. 

 

Pasal 9 

Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA 

mengambil alih mandat/tugas yang dilaksanakan oleh 

PPTK. 

 

Pasal 10 

(1) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK 

di lingkungan SKPD/Unit SKPD. 

(2) PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki 

jabatan struktural / pejabat fungsional sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Madiun. 

 

Ditetapkan di Caruban 

pada tanggal 20 Desember 2022 

BUPATI MADIUN, 

          ttd. 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO    

Diundangkan di Caruban 

pada tanggal 20 Desember 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN, 

            ttd.       ttd. 

TONTRO PAHLAWANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 59 

Salinan sesuai dengan aslinya 
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat 

elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),  

Badan Siber dan Sandi Negara 
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